nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
MENINGKATNYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA TEMBILAHAN SETELAH DITETAPKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

NPM: 181010027

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Heru Arya Nanda
: 18101002

P YT

Penyebab
kah di Pengadilan
gf Ditetapkan
,ﬂ Tahun 2019
aPerkawinan

g

.ﬁ'ﬁ
&
Y
o

karya sendiri
orisinil ) 1 pernah ditulis
oleh orang ﬁ tau mencontek
atau menji aka saya bersedia
gelar Sarjan

ABAJX85!

e o S o
Heru Arva Nanda




s

1qYes3 ue| 1ay _A 3 . . e4 sisijeuy

21
39781 :

PN
u.
o
~
=
~
=
O 91T A3 A1/
g
b
,s

_ @

PO T Ly

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



1 vdwnyo(]

un ueeyesndiog

ISIIAI

AP disay yepepe

-
-

nery we[sy sej

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Ialan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia - Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www uir.ac.id Emoil: info@uir.ac.id
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/20

Paraf Dosen
Pembimbing

=
4
e
A~
i v

il

IR

MTGXMDE

(SELV L HARY (A SaMTRI, 34 MH )
Catatan :
1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak [ SK Pembimbing diterbitkan
2 ls(lartu ini harus dibawa setiap kali berk I dengan pembimbing dan HARUS dicetak li setiap | baru melalui

3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing

4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan 1/ Kepala departemen/Ketua prodi

S. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu hal kartu bimt ini dapat di d load kembali melalui

Xi



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAU (§)¥KAN
FAKULTAS HUKUM .

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

Dr. M. Musa. S.H.. M.H

xii



Il udwnyo(]

AP disay yepepe

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 039/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPST MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIA

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu
embimbing yang akan memberikan bimbingan sgpenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

urat keputusan ini dipandang

gkatnya Dispensasi
Setelah Ditetapkan
D Tentang Kenaikan

: 052/UIR/Kpts/1989,
versitas Islam Riau

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

o 2 Aiy's

Temb : Disamyp pada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen IImu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

xiii



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

NOMOR : 046 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS H UNIVERSITAS ISLAM RIA

Menimbang: 1. ji i ipsi mahasiswa perlu di tetapkan

' é‘@
A

TS

Menetapkan :

ﬂ gkatnya Dispensasi
W Setelah Ditetapkan
9 Tentang Kenaikan

ngkap penguji materi skripsi
erangkap penguji sistimatika

ota merangkap penguji methodologi
otulis

2. a | ah disampaikan kepada pimpinan
fakultas selamb a S etele an dilaksanakan.

3. Keputusan ini mula ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat
kekeliruan segera ditinjau
Kutipan : Disampaikan kepad ¢ J5érsanoRut untuk dapat diketahui dan

dimaklumi.

: Pekanbaru
0 Juni 2022

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru

2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Xiv



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAU é VKAN

Komite Akreditas| Nasional

FAKULTAS HUKUM

Alamat : JI. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.gc.id

. Lidia Febrianti,
Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

XV



ABSTRAK

Pada dasarnya pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh
sepasang suami istri yang salah satu mempelainya masih dibawah umur dan
belum memenuhi batas usia diperbolehkan untuk menikah menurut undang-
undang. Pada tahun+2019;.Undang-Undang perkawinan.Nomor 1 Tahun 1974
mengalami revisi menjadi ‘Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan.atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan. dengan batas
usia diperbolehkannya menikah bagi pihak perempuan yang semula adalah 16
tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. Di Indonesia terdapat aturan tentang dispensasi
nikah yakni-pemberian haktatau 'keringanan' yang. diberikan kepada seseorang
untuk dapat menikah walaupun usia calon mempelai‘belum memenuhi batas usia
boleh menikah. Dalam hal dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan
mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, Apa saja
faktor-faktor ‘penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Tembilahan. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dan solusi hakim dalam
mengatasi peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas
Usia Perkawinan.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni
penelitian sosiologis empiris dengan cara terjun kelapangan untuk mendapatkan
sejumlah data (Observational Research). Adapun data dan. sumber data yang
penulis gunakan.adalah data primer yakni diperoleh dengan cara terjun langsung
kelapangan dan. data sekunder  vyaitu diperoleh  dari proses penelusuran
kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan  data yang penulis gunakan yaitu
wawancara, Kkuesioner dan dokumentasi. Sedangkan metode penarikan
kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode penarikan
kesimpulan deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang sifatnya umum ke
Khusus.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan yakni sebagai
berikut: Pertama, faktor utama yang menjadi-penyebab meningkatnya dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Tembilahan.setelah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan yang semula
pada tahun 2018 hanya ada 20 perkara dan pada tahun 2019 hanya ada 49 perkara,
namun pada tahun 2020 naik menjadi 223 perkara, adalah karena ketidaktahuan
masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan tersebut, lalu ada faktor hamil
diluar nikah, faktor pendidikan (putus sekolah), faktor pergaulan bebas, dan faktor
adanya pandemi covid-19. Kedua, hakim memiliki pertimbangan yakni dengan
memperhatikan aspek kemanfaatan dan kemudharatan bagi para pihak. Sedangkan
solusi hakim untuk mencegah terjadinya pernikahan dini ialah dengan
menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama
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ABSTRACT

Basically, early marriage is a marriage carried out by a husband and wife
whose one of the bride and groom is still under age and has not met the age limit
allowed to marry according to the law. In 2019, the Marriage Law Number 1 of
1974 was revised to.become Law Number 16 of 2049 concerning changes to Law
Number 1 of 1974 regarding the age limit for marriage for .women, which was
originally 16 years and was.increased to 19 years.. In Indonesia, there are rules
regarding marriage dispensation, namely the granting of rights or waivers given
to someane to-be able to marry even, though the age of the prospective bride and
groom has-not met the age limit' for marriage.In terms of dispensation for
marriage at the Tembilahan Religious Court, there“has been an_increase due to
certain factors.

The formulation of the problem in this study are, First, what are the
factors that cause the increase in marriage dispensation at the Tembilahan
Religious Court. Second, how are the judges' considerations and the judge's
solution in overcoming the increase in marriage dispensation at the Tembilahan
Religious Court after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning the
Increase of the Marriage Age Limit.

The type of research that the author uses in this research is empirical
sociological research by going into the field to get some data (Observational
Research). The data and data sources that the author uses are primary data,
which is obtained by direct involvement in the field and secondary data, which is
obtained from the library search process. The data collection techniques that the
author uses are interviews, guestionnaires ang:documentation. While the method
of drawing conclusions that the author uses in'this study is the method of drawing
deductive conclusions, namely drawing conclusions from things that are general
to specific.

From the results of the research and discussion, the authors found the
following: First, the  main factors that caused the increase in marriage
dispensation at the Tembilahan Religious Court after the enactment of Law
Number 16 of 2019 concerning the Increase.of the Marriage Age Limit, which
was originally in 2018 there were only 20 cases and in 2019 there were only 49
cases, but in 2020 it rose to 223 cases, i1s due to public ignorance about the
marriage law, then there are factors of pregnancy outside of marriage, education
factors (dropping out of school), promiscuity factors, and the factor of a
pandemic. covid-19 Second, the judge has a consideration, namely by paying
attention to the benefits and harms for the parties. Meanwhile, the judge's solution
to prevent early marriage is to organize legal counseling.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Religious Court
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BAB |

PENDAHULUAN

terbentuk.

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan yang paling
mendasar dari keberadaan manusia, hal ini dengan alasan bahwa manusia
adalah makhluk psiko-fisik yang dimana segala sesuatu termasuk

perkawinan menjadi salah satu yang dibutuhkan untuk memenuhi

! Herimanto, Winarno, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, HIm. 44.



kebutuhan hidupnya, baik yang bersangkutan dengan tuntutan fisik
maupun tuntuan rohani. Kedua hal tersebut bisa dibilang merupakan dua
kebutuhan yang diidentikkan dengan permintaan serta keinginan manusia
dan kebutuhan manusia.yang mendalam yang bisa dipenuhi salah satunya
melalui perkawinan, dengan alasan bahwa dengan perkawinan kebutuhan
yang dimaksud vyakni- kebutthan/ fisik dan kebutuhan rohani yang
dibutuhkan manusia dapat terpenuhi. Yang dimaksud dengan kebutuhan
yang fisik adalah hubungan seksual antara manusia sebagai pasangan,
sedangkan kebutuhan yang rohani dimaksudkan untuk menimbulkan
perasaan bahagia karena sikap saling menyayangi dan saling mencintai
antara laki-laki dan perempuan. Semua hal di-atas dapat disatukan dalam
suatu ikatan yang sah yang disebut perkawinan.?

Yang dimaksud dengan perkawinan seperti mana yang
dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk (keluarga)
yang bahagia dan “abadi_berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Berdasarkan pengaturan ini, dalam perkawinan tidaklah sempurna dan
lengkap jika pasangan hanya sekedar memiliki salah satu ikatan saja yaitu
ikatan lahiriah saja atau ikatan batin saja, melainkan kedua ikatan itu harus
dimiliki oleh kedua pasangan. lkatan Lahir yang dimaksud yaitu Suatu

ikatan yang konkrit yang bersifat formal yang dimana hubungan itu

2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2008, him. 1.
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mengikat dua belah pihak serta pihak yang lain atau disebut pihak ketiga
didalam masyarakat, ikatan lahiriah ini juga dibentuk berdasarkan

Undang-Undang. Sementara itu ikatan batin dimaknai sebagai hubungan

anggeng dan
satu perintah

wanita untuk

“|as- LG—‘-N |"E"§ ,,||._-;.'- [raS:_‘.._.n_‘h_;.--n[*ngL"'dl "'d'_"'_llﬁ‘-ra"n'

@ujﬁélﬁwwﬂd—]'lﬁulﬂ—d}_}jaéy _?-

% Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat
Kehamilan Diluar Nikah, Jurnal Wawasan Hukum, 2016, VVolume 34, Nomor 1, him. 34-35.



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia
menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan
hidup suami atau isteri dan jenis kamu sendiri, supaya kamu
tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada
masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya diantara kamu
mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu,
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kawm yang berpikir”.
Karena pernikahan memiliki alasan dan tujuan yang sangat

mulia, khususnya untuk. menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah,

dan rahmah serta agar bisa memperoleh keturunan yang sholeh dan taqwa,
maka perkembangan biologis, mental, gairah, emosional dan psikologis
yang matang dari kedua calon yang nantinya akan menikah adalah salah
satu standarnya. Hal itu juga merupakan prinsip. yang terkandung didalam

Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, individu yang diizinkan

untuk menikah hanyalah orang-orang yang cukup dewasa dalam arti cukup

umur seperti mana yang disebut didalam, undang-undang dan pedoman
terkait yang berlaku.

Perkawinan di Indonesia sah secara hukum dan undang-undang
sepanjang perkawinan tersebut dilaksanakan mengikuti pengaturan agama
dan keyakinan yang dipercayai atau.dianut dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat perkawinan
yang berlaku di Indonesia diidentikkan dengan usia perkawinan, dalam
arti usia kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Islam tidak sepenuhnya diatur secara jelas usia berapa

diperbolehkan bagi seseorang untuk menikah. Namun, seseorang yang

dianggap dewasa biasanya dikenal dalam Islam diidentikkan dengan
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konsep akil, baligh, mumayyiz, dan rusyd. Al-Qur'an cuma memberi
petunjuk bahwa individu yang ingin melakukan perkawinan mesti individu

yang benar-benar siap dan merasa sanggup dan bisa baik menyangkut hal

diantara kamu
hamba-hamba
ahayamu yang
pukan mereka

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai
usia 16 (enam belas) tahun.” Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPER) juga mengatur tentang usia perkawinan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Laki-
laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan

Perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak



diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan
penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan
dispensasi”. Dari adanya batasan usia dalam perkawinan tersebut dapat
diartikan bahwa baik Undang-undang.Perkawinan maupun Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tidak menghendaki adanya perkawinan yang
dilakukan oleh individu«yang:-masihsdi. bawah umur dan tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Pemberian tentang batas usia untuk
menikah dalam suatu peraturan yang berlaku mengandung arti bahwa
pernikahan yang dilangsungkan harus benar-benar dilakukan oleh dua
calon mempelai yang telah berkembang serta matang jiwa dan raganya
agar dapat merealisasikan tujuan dari perkawinan itu-sendiri. * Hal ini
dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih di
bawah umur ditakutkan akan melahirkan, atau menghasilkan keturunan
yang kurang matang yang akan mempengaruhi perkembangan dan
kemajuan anak nantinya. Selain itu juga, perkawinan yang dilakukan oleh
seseorang yang berada dibawah umur juga rentan diterpa perceraian atau
seringkali berakhir dengan perceraian, hal itu karena tidak adanya atau
kurangnya pemahaman dari kedua pasangan tentang hak dan kewajiban
khusus mereka sebagai pasangan dalam rumah tangga.” Karenanya,

hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur dan

* Kamarusdiana, Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i FSH UIN
Syarif Hidayatullah, 2020, Volume 7, Nomor 1, him. 60.

® R. Febrina Andarina Zaharnika, Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama, Kodifikasi 1.1,
2019, him. 40.



menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebisa mungkin

diminimalisir untuk mencegah kekhawatiran itu terjadi.®
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’ a : wanita yang semula 16 (enam belas)
LIS oy

tahun, dinaikkan jadi menyiratkan bahwa batasan usia

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

diperbolehkannya menikah bagi pria dan wanita adalah sama.

Diberlakukannya Undang-undang perkawinan yang baru tidak
lepas dari alasan bahwa pernikahan dini yang banyak menimbulkan

dampak terutama bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, maka

® Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000, him. 144,
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dari itu pemerintah secara resmi telah mengukuhkan Undang-nndang
nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1

tahun 1974 tentang perkawinan sebagai Undang-undang perkawinan yang

Pengadilan Agama pakan badan peradilan yang juga
berwenang dalam menjalankan tugas yang meliputi tugas memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan kasus-kasus yang bersangkutan dengan
perkawinan, termasuk perkara permohonan dispensasi nikah. R. Subekti

dan R. Tjitrosoedibio menyebut, Dispensasi adalah penyimpangan atau



pengecualian dari suatu peraturan.” Adapun Dispensasi Nikah vyaitu
keringanan yang diberikan pada pasangan calon pengantin pria dan wanita
atau keduanya yang ingin mengadakan perkawinan diumur yang masih
dibawah standar minimal.batas usisa pernikahan seperti yang secara tegas
disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan. ® Dispensasi imikah |bisa; dimintakan dan juga diajukan ke
Pengadilan Agama untuk calon mempelainya yang agamanya islam dan ke
Pengadilan Negeri bagi calon mempelainya yang bukan muslim. Tujuan
dari diberikannya dispensasi nikah ini untuk mengasihkan izin atau
membolehkan kedua belah pihak melangsungkan pernikahan dibawah
umur dengan catatan bahwa hal tersebut bisa dilakukan dikarenakan suatu
hal tertentu dan berdasarkan pada keputusan Pengadilan Agama.
Mengenai pelaksanaan_dispensasi nikah telah diatur didalam Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman
mengadili permohonan dispensasi kawin.

Terhadap fenomena perkawinan. yang terjadi dimasyarakat,
perkawinan dibawah umur menjadi- salah satu yang paling banyak
ditemukan dilingkungan masyarakat, khususnya didaerah Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana penulis menemukan banyak sekali
permohonan dispensasi nikah diajukan kepada Pengadilan Agama

Tembilahan setelah diberlakukannya perubahan terhadap Undang-Undang

" R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, him. 36.
® Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum
Negara & Hukum Islam, Pagaruyuang Law Journal, 2017, Volume 1, Nomor 1, him. 114.



Perkawinan. Dari hasil wawancara studi pendahuluan, didapat informasi
bahwa Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan
selalu naik tiap tahunnya, dan yang paling signifikan adalah setelah
diberlakukannya Undang-undang Nomeor 16 Tahun 2019, yang dimana
didalam Undang-undang tersebut terdapat perubahan menyangkut batasan
usia diperbolehkannya-, seseorang; melangsungkan perkawinan. ° Jika
dilthat dari angka persentase permohonan dispensasi nikah sebelum
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau ketika masih
menggunakan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 vyaitu periode 2018
hanya ada 20 perkara dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama
Tembilahan lalu tahun 2019 ada 49 perkara dispensasi kawin yang artinya
mengalami kenaikan hingga 17% dari tahun 2018. Namun setelah
ditetapkannya Undang-undang perkawinan yang baru-pada periode tahun
2020, terjadi peningkatan jumlah angka permohonan dispensasi kawin
yang diterima atau yang ada di Pengadilan Agama Tembilahan yakni
berjumlah 223 Perkara yang jika dipersentasekan mengalami kenaikan
hingga 76% dari tahun 2019. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari
hasil studi pendahuluan menunjukkan tingginya jumlah permohonan
dispensasi nikah yang dimintakan ke Pengadilan Agama Tembilahan.
Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Tembilahan berkaitan

dengan perkara dispensasi kawin tahun 2020 yakni berjumlah 223 Perkara,

% Wawancara langsung bersama Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, 30 Juni 2021, 10:15 WIB.
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dengan perkara yang dikabulkan berjumlah 215 perkara, perkara yang
dicabut berjumlah 8 perkara, dan 0 Perkara yang ditolak.

Dari data dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara dispensasi

n periode tahun 2020

sudah dijelaskan
k mengangkat

Penyebab

Maka terhadap latar belakang diatas, adapun yang menjadi

rumusan masalah penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-Undang

nomor 16 tahun 2019 tentang kenaikan batas usia perkawinan?

11
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dan solusi hakim dalam mengatasi
peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah

ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang kenaikan

mema

=

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian penulis yakni
sebagai berikut:
1) Penelitian ini diharapkan bisa menambah serta memperluas IImu

pengetahuan intelektual, khususnya menyangkut Hukum Perkawinan di

12
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Indonesia. Serta diharapkan dapat memberikan informasi dalam

mengetahui  faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya

dispensasi nikah terutama di daerah Tembilahan.

menciptakan keadilan, ada tujuan yang terkandung dalam suatu
Kepastian Hukum dalam merealisasikan keadilan tersebut.

Ultrecht mengatakan, ada 2 arti yang terkandung dalam
kepastian hukum. Pertama yaitu terdapat adanya suatu kaedah atau

ketentuan yang sifatnya umum yang membuat seseorang jadi tau

1 Donald Black, Behaviour of Law, Academic Press, New York, San Fransisco, London, 1976,
him. 2.

13
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tindakan dan perbuatan yang seperti apa yang diperbolehkan dan
dilarang untuk dilakukan. Adapun yang kedua vyaitu berwujud

keamanan hukum untuk individu-individu dari tindakan pemerintah

lercipta  dengan
g nyata. Pada

oleh bertentangan

undang-undang itu sendiri. Undang-undang yang tidak efektif dan
efisien akan cenderung berpengaruh terhadap waktu, perilaku, dan juga
kuantitas ketidak taatan serta memiliki dampak yang konkrit atau nyata
terhadap perbuatan hukum, termasuk didalamnya perbuatan si

pelanggar hukum. Keadaan seperti ini tentu saja akan menyulitkan

! Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him. 23.

14
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untuk terwujud dan terjaminnya suatu kepastian dan keadilan

dimasyarakat sebab hal demikian akan berpengaruh terhadap penegakan

hukum.

bisa dilihat dalam

menentukan seperti apa penegakan hukum tersebut dilaksanakan.
Adapun fungsi dari penegakan hukum yaitu sebagai perlindungan bagi
kepentingan manusia yang dapat diwujudkan dengan cara
dilaksanakannya hukum tersebut. Terkadang pelaksanaan hukum dalam

kehidupan masyarakat bisa berlangsung dengan normal dan damai

12 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang NO. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Jakarta, 2004, him. 63.

15
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namun bukan berarti tidak terdapat yang namanya pelanggaran hukum.
Prof. Dr. Jimly Asshiddieq, S.H., menyatakan penegakan hukum ialah

proses berusaha menegakkan atau benar-benar menegakkan norma

n bermasyarakat dan

,

Wty

Perkawinan memiliki makna yang sama dengan kata nikah dan zawaj.
Nikah disini bermakna hubungan kelamin (wath’i) atau berhubungan
badan, Bergabung (dhomu), dan Akad yang artinya mengadakan
perjanjian perkawinan. Perjanjian yang dimaksudkan disini bukanlah

perjanjian sewa menyewa ataupun jual beli benda atau barang, akan

13 Jimly Asshidigie, “Penegakan Hukum”, jimly.com/makalah/penegakan_hukum.pdf, diakses
pada tanggal 22 Mei 2021, 13:20 WIB.
4 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003, him. 8.

16
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tetapi perjanjian suci anatara seorang pria dan wanita untuk

membangun sebuah keluarga. Menurut Islam, perkawinan merupakan

sebuah akad untuk tinggal dan hidup bersama antara seorang pria dan

aksanakannya

kawinan vyaitu

akhluk tubhan,

Sedangkan Pengertian perkawinan seperti yang diuraikan
didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yaitu “perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin

15 Hasbi Indra dkk, Potret Wanita Sholehah, Penamadani, Jakarta, 2004, him. 76.

'® Ibid, him. 10.

7 Rosyidi Hamzah (Ed.), Problematika Hukum Indonesia, Teori dan Praktik, Rajawali Pers,
Depok, 2017, him. 450.

17
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antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan

ketuhanan yang maha esa”. Dari definisi tersebut bisa dilihat kalau

s Pt

(re) 22 oS 200 2 o 20 T

Artinya:  “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara
kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-
hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

18 Ibid, HIm. 10.

18



memampukan mereka dengan (Karunia-nya) lagi maha

L3}

mengetahui”.

Selain itu, disamping ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah
disebutkan  sebelumnya, Rasulullah: Saw" juga. menganjurkan dan

memerintahkan kita menikah, dimana Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Aisyah, ia berkata Rasulullaly SAW bersabda™: “Nikah termasuk
dari sunnah-sunnahku, barangsiapa tidak- melaksanakan sunnahku,
maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya
aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barangsiapa telah memiliki
kemampuan maka menikahlah, dan barangsiapa belum memilikinya,
maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya”.
(HR. Ibnu Majah).

Para ulama-ulama fikih seperti Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan
Hambali juga secara umum menjelaskan dan  mendefinisikan
perkawinan yakni perkawinan yaitu “akad yang membawa kebolehan
(bagi seorang laki-laki untuk  berhubungan badan dengan seorang
perempuan) dengan (diawali akad) lafadzh nikah atau kawin, atau
makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.

Perkawinan diidentikkan suatu kata yang dapat mengacu
kearah hal yang" bersangkutandengan suatu ikatan ialah ikatan
perkawinan. Pengertian yang terkandung didalam istilah perkawinan
sangatlah luas apabila dibandingkan dengan pengertian istilah
pernikahan. Yang dimana jika pernikahan mengarah pada suatu ikatan
ataupun hubungan yang dibuat dan dilakukan oleh pasangan suami istri

untuk hidup berdampingan dan tinggal bersama, sedangkan perkawinan

mengarah ke hal-hal yang timbul dari adanya proses pelaksanaan serta

19
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dampak yang ditimbulkan dari pernikahan itu sendiri, atau mengarah

pada suatu proses dari hubungan atau ikatan perkawinan tersebut. *°

b. Tujuan Perkawinan

ang tertuang
mewujudkan

rahmah”. Jadi,

3) Memenuhi panggilan, petunjuk, serta perintah agama,
memelihara dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dianggap

dapat merusak diri.

19 Jamhari Makruf, Asep Saepudin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-
undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional, Kencana Prenadamadia Group, Jakarta,
2013, him. 24.

20 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003, him. 17.
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4) Menumbuhkan ketulusan dalam hal tanggung jawab

menyangkut hak serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh serta

betul-betul dalam hal mendapatkan harta kekayaan yang halal.

tertulis didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yaitu
“perkawinan boleh dilangsungkan apabila calon laki-laki dan calon

perempuan sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun”.

21
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Perkawinan dibawah umur tidak di izinkan untuk
dilangsungkan , akan tetapi perkawinan dibawah umur bisa saja

dilangsungkan jika kedua calon mempelai telah mendapat izin dari

or 16 Tahun

AN

ap batas usia

ayat (1), maka

dulakg

masih dibawah umur tahun. Adapun pihak yang meminta
permohonan dispensasi nikah ini yaitu orang tua atau wali. Permohonan
dispensasi kawin bisa dimintakan ke Pengadilan Agama dimana si
pemohon tersebut bertempat tinggal atau berdomisili. Mengenai
persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan

dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sudah disebutkan didalam Pasal

22
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5 ayat (1) Bagian Kedua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor

5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

yakni antara lain:

melangsungkan perkawinan bisa disebabkan karena faktor-faktor
tertentu. Adapun beberapa faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab
diajukannya dispensasi nikah oleh para pihak yakni sebagai berikut:
1) Faktor hamil diluar nikah

Kehamilan diluar nikah yang terjadi pada anak dibawah

umur menjadi salah satu faktor penyebab diajukannya dispensasi

23
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nikah. Sehingga menyebabkan orang tua berpikir bahwa dengan
menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur merupakan

solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut. Kebanyakan

pkan karena rasa

a yang masih

an,  kurangnya

dengan seks,

bahkan cacat yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak
nantinya.
2) Faktor ekonomi
Faktor ekonomi juga bisa dibilang merupakan satu
diantara penyebab diajukannya dispensasi nikah, dimana kondisi

atau keadaan ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan

24
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para orang tua kesulitan untuk tetap terus membiayai anak mereka

sekolah ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga muncul

anggapan para orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih

juga usia perkawinan pertama anak perempuan tersebut. Hal itu
dikarenakan pendidikan bisa memengaruhi seorang perempuan
untuk menunda-nunda atau memperlambat usia mereka menikah
yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan tertentu seperti belum
memiliki mental untuk membangun rumah tangga, merasa belum

cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, atau karena

25
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alasan lainnya. Akan tetapi nyatanya, kebanyakan para orang tua
memilih untuk menikahkan anaknya yang baru saja tamat pada

sekolah tingkat pertama atau baru lulus SMP yang bisa dibilang

ahkan dengan

2N

han keluarga.
leh masyarakat
pengetahuan

sebutlah yang

-AnNALY

untuk meminta

menikahkan anaknya yang masih tergolong muda dan belum
cukup usia atau belum diperbolehkan untuk melangsungkan
perkawinan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

26
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-

undang perkawinan yang baru yang merupakan wujud dari hasil revisi

atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

e gan batasan usia

nya disebutkan

apabila pihak

o
(1),
v
&
o
o
),
[ 4

Berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan dengan

dispensasi nikah sebenarnya sudah ada penelitian terdahulu yang
membahas masalah pokok yang sama dengan masalah penelitian
penulis dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis akan mencoba untuk

mengembangkan penelitian terdahulu tersebut yang membahas

27
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permasalahan yang sama yakni berkaitan dengan dispensasi nikah.
Tetapi, dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada

faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan

ul “Pengaruh
mpuan terhadap
ma Sampit”. 2

ada bagaimana

imal batas usia

bagi anak dibawah umur (studi putusan pengadilan agama
salatiga tahun 2013-2016)”. % Penulis menguraikan dalam
skripsi ini mengenai dispensasi nikah yang meliputi tentang

faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi

2! Gusty Nadya Nurhalisa, Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap
Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim, Malang, 2020.

22 Fuat Mubarok, Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama
Salatiga Tahun 2013-2016), Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2017.
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nikah di pengadilan agama salatiga dan dibahas juga mengenai

pertimbangan hakim pengadilan agama salatiga dalam

penetapan dispensasi nikah.

ul “Dispensasi

dang nomor 1

Usia Dini Akibat
Kehamilan Di Luar Nikah”. Dalam jurnal ini penulis membahas
mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama dalam
penetapan dispensasi nikah terhadap pemohon yang hamil

terlebih dahulu sebelum nikah secara sah.
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E. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan-batasan judul penelitian

2019 merupakan peraturan dalam lingkup hukum positif yang
digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat yang agamanya Islam

dalam hal perkawinan, serta digunakan pula sebagai pedoman bagi

2% Kamus Besar Bahasa indonesia (KBBI).

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

%> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 10/Cet. IV,
Balai Pustaka, Jakarta, 1995, him. 220.
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lembaga peradilan agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan
dengan perkawinan.

5. Batas usia nikah adalah ketentuan wusia untuk melangsungkan

orang yang

aq, shadagah,

eradilan yang

an Tembilahan

a. Jenis Penelitian
Terkait penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya tergolong
kedalam jenis penelitian hukum Empiris atau Sosiologis, atau bisa disebut

juga dengan Penelitian Lapangan, yakni dilakukan dengan cara mengkaji

%% http://repository.uinbanten.ac.id.pdf, diakses pada tanggal 18 Juli 2021, 19:50 WIB.

%7 sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2008, him. 4.

%8 https://pa-tembilahan.go.id/, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, 14:40 WIB.
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serta menganalisis ketentuan atau kaedah hukum yang berlaku

dimasyarakat serta apa yang terjadi dalam prakteknya.?

b. Sifat Penelitian

SiS  suatu

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi yaitu keseluruhan atau himpunan obyek yang akan
diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Hakim, Panitera, serta

Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

2% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him. 15.
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b. Sampel

Sampel yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.*

Adapun jumlah sampel dalam Penelitian ini yakni sebagai berikut:

Sensus

Purposive

Sampling

Sumber: Data Olahan Lapang

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan
menggunakan dua metode untuk populasi yang berbeda yakni metode
Sensus dan Purposive Sampling. Metode Sensus yaitu metode yang dipakai

apabila jumlah populasi sedikit atau kecil. Adapun jumlah sampel yang

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, him. 118.
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penulis ambil dengan menggunakan metode sensus dalam penelitian ini

yakni sebagai berikut:

1) 1 Orang Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

penulis dengan per

benar-benar mengetahui dan menguasai mengenai suatu objek yang
penulis teliti. Untuk metode Purposive Sampling ini peneliti menggunakan
alat pengumpul data berupa Kuesioner/Angket. Dalam penelitian ini

jumlah sampel yang diambil penulis yakni berjumlah 30 sampel.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. Ke-19, Alfabeta, Bnadung,
2013, him. 218-219.
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Adapun alasan penulis menggunakan metode purposive
sampling adalah agar data-data yang dihimpun benar-benar real atau nyata

yang didapat dari hasil kuesioner/angket kepada responden yang dianggap

ata yang penulis

yang dipakai.

langsung dengan masalah pokok yang penulis bahas. . Dalam penelitian
ini, penulis mendapatkan sumber data primer dengan melalui wawancara
langsung dengan responden yaitu Hakim yang memutuskan perkara
dispensasi nikah, dan juga Panitera Pengadilan Agama Tembilahan. Selain

wawancara penulis juga memperoleh data dari para pemohon dispensasi
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nikah dengan cara menyebarkan kuesioner/angket yang sudah penulis

buat.

b. Data Sekunder

penelitian ini, penulis melakukan wawancara terstruktur, yang mana
pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang sudah penulis
susun sebelumnya. juga wawancara variatif, yakni peluasan dari
wawancara terstruktur sebagai penunjang analisis. Adapun responden
dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Tembilahan dan

Panitera yang ada di Pengadilan Agama Tembiahan.
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b. Kuesioner

Kuesioner yaitu alat pengumpul data yang dilakukan tidak

secara langsung, maksudnya peneliti tidak mengadakan tanya jawab

nikah di Pengadilan Agama Tembilahan periode tahun 2020.

%2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, him.
202.
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6. Analisis Data
Maka terhadap data-data yang sudah penulis kumpulkan dalam

penelitian ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu data-

edalam kata-kata atau
nalisis data

fapat secara

Agama Tembilahan.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

au barang, akan

wanita untuk

kasih sayang.*

Selanjutnya perkawinan menurut hukum islam ialah suatu
akad atau kesepakatan yang dilakukan antara calon suami dan istri yang
dicapai melalui ijab dan gobul atau yang bisa disebut serah terima.

Apabila akad nikah tersebut sudah dilakukan maka pasangan tersebut

33 Abdul Rahman Ghozali, loc. cit.
% Hasbi Indra dkk, loc. cit.
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sudah berjanji serta bersedia untuk mewujudkan sebuah keluarga atau
rumah tangga yang damai, harmonis, dan tanpa adanya perceraian.*

Para ulama-ulama fikih seperti Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan

dan mendefinisikan

maupun tumbuh-tumbuhan dalam melestarikan hidupnya dan
berkembang biak.*’
Perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata

seperti yang termaktub didalam pasal 26 KUH Perdata ialah

% Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta,
1999, him.4.

% Ibid, him. 10.

* Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, him. 6.
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“Perkawinan itu adalah sebuah perjanjian yang lahir dari adanya
kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

tujuan yang sama yakni dalam rangka membangun satu keluarga yang

seorang wanita

K keluarga yang

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Jadi,
tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kepuasan lahir dan
batin saja, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Swt. Dikatakan

demikian karena perkawinan sebagai bentuk dorongan untuk mentaati

% Rosyidi Hamzah (Ed.), loc. cit.
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perintah Allah Swt dan Rasulnya. Seorang imam yaitu Al-Ghazali

menyebut, tujuan dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:*

1) Memperoleh dan melanjutkan keturunan.

ggung  jawab

-sungguh serta

AT

Waka

pasalpun yang menyebutkan dan menjelaskan terkait tujuan
perkawinan.

c. Asas-asas perkawinan

Asas-asas menyangkut perkawinan telah ditentukan dalam

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, didalam

39 Abdul Rahman Ghozali, op. cit., him. 17.
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undang-undang tersebut juga telah diatur dan disebutkan segala sesuatu

bersangkutan dengan perkawinan yang sudah disesuaikan dengan

perkembangan dan tuntutan zaman.*® Adapun asas-asas perkawinan

perkawinan harus atau wajib dicatat menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Menganut asas monogami.

d. Menganut prinsip bahwasanya calon suami istri yang mau

melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah

“% sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Hal. 7.
* Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Rajawali Pers Ed. Revisi (Cet. 111), Depok,
2017, Hal. 48.
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matang jiwa dan raganya supaya bisa memperoleh keturunan
yang baik dan juga sehat nantinya, serta dapat merealisasikan

tujuan perkawinan dengan baik tanpa harus berujung pada

%

r
[
’
r’
»
:\
.
’
y

-
<

Prinsip perkawinan ialah dasar-dasar atau nomra-norma
umum yang semestinya dipegangi dan diamalkan oleh pasangan suami
istri dalam menjalani bahtera rumah tangga menurut hukum islam.

Didalam Al-qur’an ada beberapa ayat yang berbicara

mengenai prinsip-prinsip perkawinan, ayat-ayat tersebut yaitu QS Al-

2 Ibid., him. 49.
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Bagarah (2):187, 228,dan 233; QS An-Nisa’ (4):9, 19, 32, dan 58; QS
An-Nahl (16):90; At-Talak (65):7.

Dari ayat-ayat Al-Qur’an yang telah disebutkan, Khoiruddin

>_prinsip perkawinan

0

teram dalam

pelaksanaan perkawinan tersebut kedua belah pihak setuju atau
tidak,

2. Tidak semua perempuan bisa dikawini oleh seorang laki-laki, hal
tersebut dikarenakan terdapat ketentuan-ketentuan menyangkut

larangan-larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita,

* Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Academia, Yogyakarta, 2005, him. 56.
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ketentuan-ketentuan tersebut harus diindahkan dan ditaati oleh
kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan;
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat

arat-sya Y enaan dengan kedua

PO LTSRN N

“‘(9

4. pac
%
r
A

Syarat ialah sesuatu hal yang harus ada dalam suatu
pekerjaan (ibadah) yang menentukan apakah suatu pekerjaan (ibadah)
tersebut sah atau tidak, akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk atau

bukan merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan (ibadah) itu.
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Sah ialah terpenuhinya rukun dan syarat suatu pekerjaan
(ibadah).*

1. Rukun Perkawinan

dari perkawinan itu

“aud
‘!\\“ .Q ada, maka

g wali ataupun

dinyatakan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, yang

kemudian dijawab oleh calon mempelai pria.

Menurut Imam malik ada 5 rukun nikah yaitu:

1) Wali dari pihak perempuan;

* Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munagahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010, him. 12.
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2) Mahar (maskawin);

3) Calon mempelai pria;

4) Calon mempelai wanita;

Bersumber pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan, terdapat 2 (dua) macam syarat perkawinan yakni
syarat materiil dan syarat formil. Adapun yang dimaksud syarat materiil
ialah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak atau dikenal
dengan syarat subjektif. Sedangkan yang diartikan syarat formil ialah

syarat yang berkenaan dengan prosedur atau tata cara melangsungkan
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perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang atau bisa
disebut juga dengan syarat objektif.*

a. Syarat materiil diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12

ataupun keatas;
b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara suadara, antara seorang dengan saudara orang tua dan

antara seorang dengan saudara neneknya;

* Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
Hal. 76.
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¢) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan

ibu/bapak tiri;

d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,

. Seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu
tunggu (pasal 11). Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 waktu tunggu itu ialah:

a) “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu

ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami;
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b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu
bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 (tiga) kali suci

dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak

kekuatan

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) HEBHBZISIICIJE)(I
NI disay yejepe i uawnyo(g
8
&
<
=
-

dilangsungkan. Calon pengantin, orang tua atau wakilnya dapat
melakukan pemberitahuan tersebut secara lisan atau tertulis.
Pemberitahuan berisikan antara lain: nama, umur, agama,
tempat tinggal calon mempelai (sesuai pasal 3 sampai pasal 5);
2. Setelah syarat-syarat diterima oleh pegawai pencatat perkawinan

kemudian akan diteliti dan diperiksa, apakah syarat-syarat
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tersebut sudah terpenuhi atau belum. Hasil penelitian ditulis

dalam daftar khusus untuk hal tersebut (sesuai pasal 6 sampai

pasal 7);

pegawai pencatat

=S RRRRRRRNNEE

o RN
.‘:-‘

asing-masing agamanya dan
kepercayaannya kedua  calon mempelai
menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat
perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan
telah mencatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap

dua, satu untuk pegawai pencatat perkawinan dan satu lagi

disimpan pada panitera pengadilan. Kepada suami dan istri
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masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (sesuai pasal
10 sampai dengan pasal 13).

Selanjutnya, menyangkut syarat sah perkawinan menurut

Adapun menurut hukum islam, secara garis besar syarat
sahnya perkawinan terdiri dari dua yaitu:
1) Calon pengantin wanitanya halal untuk dinikahi oleh pria yang

mau menjadikannya istri. Maksudnya, calon mempelai wanita

tersebut ialah bukan orang yang haram untuk dinikahi, baik itu

*® Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him. 41.
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haram untuk dinikahi sementara ataupun haram untuk dinikahi

selamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri oleh saksi-saksi.

melangsungkan perkawinan tersebut;

g. Calon laki-lakinya tidak dalam sedang melakukan ihram;

h. Calon laki-lakinya tidak memiliki istri yang haram dimadu
dengan calon istri;

I. Calon laki-lakinya tidak memiliki istri empat.

*"'S Munir, Figh Syari’ah, Amanda, Solo, 2007, Hal. 34.
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2) Syarat pengantin perempuan:*®

a. Beragama islam;

b. Terang atau jelas wanitanya (benar-benar wanita), bukan

d. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan;
e. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah;
f. Tidak fasik;

g. Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya;

* 1bid, Hal. 34.
* Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberti, Yogyakarta,
1982, Hal. 43.
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h. Merdeka;
i. Adil;

j. Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan harta.

c. Menggunakan kata-kata nikah atau sejenisnya;

d. Antara ijab qobul bersambungan;

(]

. Antara ijab gobul jelas maksudnya;

—h

Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji

atau umrah;

50 Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 83.
*! Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 21.
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g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang.

Calon mempelai laki-laki atau yang mewakili, wali dari

mempelai perempuan atau yang mewakili, dan 2 orang saksi.

nya seseorang
yang mulanya

aikkan menjadi

perempuan untuk menikah ialah sama-sama sudah mencapai umur 19
tahun.

Meskipun telah tertulis secara tegas bahwa batasan minimal
usia dibolehkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah
sama-sama 19 tahun, akan tetapi kedua calon pengantin tersebut juga

harus mendapat izin dari kedua orang tua mereka agar perkawinan bisa
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dilangsungkan. Sehingga batasan usia minimal perkawinan menurut
pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tidaklah cukup.

Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang

ntuk melangsungkan

-t @
*u‘.“ .0%. puluh satu)

ditegaskan dalam undang-undang perlindungan anak masih dikatakan
sebagai anak dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan
serta belum diperbolehkan untuk melakukan perkawinan.

Dalam pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) juga tertulis bahwa “batas

usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak
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tersebut tidak cacat fisik ataupun mental ataupun belum pernah
melangsungkan perkawinan”.

Adapun dalam Kitab undang-undang hukum perdata juga

n yang dimana
dibawah umur

usia minimal

“perkawinan boleh dilangsungkan apabila calon laki-laki dan calon
perempuan sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun”.

Perkawinan dibawah umur tidak di izinkan untuk
dilangsungkan , akan tetapi perkawinan dibawah umur bisa saja
dilangsungkan jika kedua calon mempelai telah mendapat izin dari

Pengadilan Agama dan dibuktikan dengan adanya surat Dispensasi

60



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Nikah. Surat tersebut digunakan agar Pernikahan dibawah umur bisa
dilakukan/diselenggarakan dan supaya Kantor Urusan Agama (KUA)

bisa mengesahkan bolehnya diadakan perkawinan. Seperti yang telah

ARAL

dapat meminta
} Yaitu adanya

nikahkan kedua

AUy

dan perempuan

QQ : 2engadilan Agama dimana si
pemohon tersebu ‘ atau berdomisili. Mengenai
persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan
dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sudah disebutkan didalam Pasal
5 ayat (1) Bagian Kedua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor
5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

yakni antara lain:

a. “Surat Permohonan;
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b. Fotokopy KTP kedua orang tua/wali;

o

. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);

d

. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas anak atau akta kelahiran anak;

a sampai huruf f

tua/wali dapat
g menjelaskan

serta identitas

hak yang ingin

ena faktor-faktor

1) Faktor hamil diluar nika

Kehamilan diluar nikah yang terjadi pada anak dibawah
umur menjadi salah satu faktor penyebab diajukannya dispensasi
nikah. Sehingga menyebabkan orang tua berpikir bahwa dengan
menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur merupakan

solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut. Kebanyakan
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remaja tidak mengetahui bagaimana dampak dan resiko yang

timbul dari kehamilan diluar nikah pada usia remaja dan anak-

anak. Begitu banyak hal yang bisa menjadi penyebab mengapa

Faktor ekonomi juga bisa dibilang merupakan satu
diantara penyebab diajukannya dispensasi nikah, dimana kondisi
atau keadaan ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan
para orang tua kesulitan untuk tetap terus membiayai anak mereka
sekolah ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga muncul

anggapan para orang tua untuk menikahkan anak mereka sesegera
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mungkin yang masih dibawah umur sebagai salah satu jalan

keluar atau solusi dalam mengurangi beban hidup keluarga,

terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dan biaya hidup.

yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan tertentu seperti belum
memiliki mental untuk membangun rumah tangga, merasa belum
cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, atau karena
alasan lainnya. Akan tetapi nyatanya, kebanyakan para orang tua
memilih untuk menikahkan anaknya yang baru saja tamat pada

sekolah tingkat pertama atau baru lulus SMP yang bisa dibilang
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menikah di usia dini, terutama pemikiran seperti ini sering
ditemui pada lingkungan masyarakat pedesaan. Karena menurut

mereka pendidikan itu tidaklah penting. Sebab, ketika seorang

pengetahuan
sebutlah  yang

untuk meminta

LU

nya, para orang

dikan, manfaat

Al £ Y

a para orang tua

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Tembilahan

1. Sejarah Pengadilan Agama Tembilahan®

52 https://pa-tembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=103,
diakses pada tanggal 1 April 2022, 14:39 WIB.
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berkedudukan di Kota Bukit Tinggi mengadakan sidang keliling ke

daerah-daerah, termasuk ke daerah Riau di Indragiri Hilir.

Pada tahun 1965 seiring dengan pemekaran Kabupaten dalam
wilayah Riau, maka Kabupaten Indragiri Hulu dengan lbukotanya
Rengat, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan lbukotanya

Tembilahan.

66



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Dengan telah terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir dengan
Ibukota Tembilahan, secara bertahap Kantor Jawatan dan Dinas

ditingkat Kabupaten mulai terbentuk, demikian juga halnya dengan

or 34 Tahun
Pengadilan

, Jambi dan
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2. Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Tembilahan

Tabel 2.1
Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Tembilahan

MASA JABATAN

68



3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Tembilahan™

3

~Mewujudkan pelaksanaa 1anajemen Peradilan yang
baik danlbenar,secara b sinambungans

AMeningkatkan'kualitas] e 1si, efektifitas'kinerja dan
budayakerja‘dilingkungan Pengadilan Agama
ERERE

~“Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Jembilahan
yang~ profesional, disiplin,® bersih, berwibawa dan
berakhlakul karimah.

fMeningkatkan® kualitas pelayananfagar publik.dengan
mudah mendapatkan informasi dehgan.menggunakan
Insformasi_Teknologi (IT).

Tembilahaz

Ketua

Ttd

KHAIRUNNAS; S:Ag., M.H.
NiP.19690109.199703

Gambar 2.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Tembilahan.
(sumber:https://patembilahan.go.id/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=84&Itemid=434).

Visi:

Mewujudkan Peradilan’/Agama Tembilahan Yang Agung

Misi:

1) Mewujudkan pelaksanaan manajemen Peradilan yang baik dan

benar secara berkesinambungan.

5% https://pa-tembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=434,
diakses pada tanggal 1 April 2022, 14:40 WIB.
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2) Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya
kerja dilingkungan Pengadilan Agama Tembilahan.

3) Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Tembilahan yang

a dan berakhlakul

%

“\\\\\\\\\f“

%
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tembilahan

1
T I

> SEKRI
, § HJ. Saridah
0 r ¢ NIP. 1965010

G a: e
f|2=
5\ 1}
. ~
LETERANG AN :
% Bca .4 /,-“
Gambar 2.3 Struktur isasi Pengadilan A nbilahan.
(sumber: x
https://patembilahan.go.id/inde ?0ption=com_content&view=article&id=86
&ltemid=467).

Adapun strukt-;i-rh“érgéh-i;asi Pengadilan Agama Tembilahan
(Perma Nomor 7 Tahun 2015) yakni sebegai berikut:
1) Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. duduk sebagai Ketua
2) Zukfikar, S.H.l. duduk sebagai Hakim
3) Amry Saputra, S.H. duduk sebagai Hakim

4) Muhammad Adzbillah, S.Sy. duduk sebagai Hakim
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5) Ahmad Khatib, S.H.I duduk sebagai Hakim

6) Muhammad Kamaruzzaman, S.H. duduk sebagai Panitera

7) H. Abdul Azis, S.H. duduk sebagai Panitera Muda Permohonan

18) M. llyas, S.Ag. duduk sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan
19) Reka Lusiana, A.Md. A.B. duduk sebagai Staf (Kasubbag Umum
dan Keuangan)

20) Virdatunisa, S.H. duduk sebagai Bendahara Pengeluaran
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5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tembilahan®*
Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diperbaharui

dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 Pasal 46 tentang

h, satu tugas pokok

?t.\“ .@ 0

1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan
membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU NO.1 Tahun 1974 Pasal

5 https://pa-tembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=466,
diakses pada tanggal 1 April, 14:45 WIB.
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1. Maksud bidang perkawinan menurut Undang-undang Nomor: 1
Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :

a. lzin beristri lebih dari seorang;

<&
=
e

AuNaNs

‘-\3.“3\3‘:

memenuhinya;
m. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

0. Pencabutan kekuasaan wali;

p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang wali dicabut;
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g. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang

tuanya padahal tidak ada menunjukkan wali orang tuanya;

atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

4) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa
imbalan dari sesorang kepada orang lain yang masih hidup untuk
dimiliki.

5) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok

orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda
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miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran

Islam

a. Bank Syari’ah;
b. Lembaga keuangan mikro syariah;
C. Asuransi syari’ah;

d. Reasuransi syari’ah,;

e. Reksa dan syari’ah,;
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f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah

syari’ah;

g. Sekuritas syari’ah;

1°0'S_0°50'S 0°40°'S 0°30°S 0°20'S 0°10'S_0'0' 010N 0°20N 0'30N

iew=article&id=82&ite

DAFTAR KELURAH DAN DESA DI
INDRAGIRI HILIR
1. KECAMATAN BATANG TUAKA

1) Kelurahan Sungai Piring

2) Desa Gemilang Jaya

3) Desa Kuala Sebatu

KABUPATEN
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4) Desa Pasir Emas

5) Desa Sialang Jaya

6) Desa Simpang Jaya

3. KECAMATAN ENO
1) Kelurahan Enok
2) Kelurahan Pusaran
3) Kelurahan Pantai Seberang Makmur
4) Kelurahan Simpang Tiga

5) Desa Bagan Jaya
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6) Desa Jaya Bhakti

7) Desa Pengalihan

8) Desa Rantau Panjang

8) Desa Pintasan
9) Desa Pungkat
10) Desa Semambu Kuning
11) Desa Simpang Gaung
12) Desa Soren

13) Desa Sungai Baru
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14) Desa Teluk Kabung

15) Desa Teluk Merbau

16) Desa Teluk Nibung

1) Kelurahan Tagaraja

2) Kelurahan Bandar Sri Gemilang
3) Kelurahan Amal Bhakti

4) Desa Air Tawar

5) Desa Kuala Selat
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6) Desa Penjuru

7) Desa Sari Mulya

8) Desa Sungai Simbar

11) Desa Sungai Gantang
12) Desa Sungai Rabit
8. KECAMATAN KEMUNING
1) Kelurahan Selensen
2) Desa Air Balui

3) Desa Batu Ampar
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4) Desa Tuk Jimun

5) Desa Kemuning Muda

6) Desa Kemuning Tua

8) Desa Nusantara Jaya
9) Desa Nyiur Permai
10) Desa Pancur

11) Desa Pasar Kembang
12) Desa Pebenaan

13) Desa Pengalihan
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14) Desa Petalongan

15) Desa Seberang Pebenaan

16) Desa Sencalang

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Desa Batang Sari
Desa Batang Tumu
Desa Bekawan
Desa Belaras

Desa Belaras Barat

Desa Bente
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10) Desa Bidari Tanjung Datuk

11) Desa Bolak Raya

12) Desa Cahaya Baru

9) Desa Saka Palas Jaya

10) Desa Simpang Kateman
11) Desa Tagagiri Raja

12) Desa Tagagiri Tama Jaya
13) Desa Tanjung Simpang

14) Desa Tegal Rejo Jaya
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15) Desa Teluk Bunian

16) Desa Terusan Beringin Jaya

17) Desa Wonosari

14) Desa Suko Harjo Jaya
15) Desa Sungai Danai
16) Desa Teluk Nibung

14. KECAMATAN RETEH
1) Kelurahan Pulau Kijang

2) Kelurahan Madani
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3) Kelurahan Metro
4) Desa Mekar Sari

5) Desa Pulau Kecil

5) Desa Kuala Sungai

6) Desa Mugo Mulyo
7) Desa Pandan Sari
8) Desa Pasenggarahan
16. KECAMATAN TANAH MERAH

1) Kelurahan Kuala Enok
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2) Desa Selat Nama

3) Desa Sungai Laut

4) Desa Sungai Nyiur

8) Desa Saka Rotan

9) Desa Sapta Mulya Jaya

10) Desa Sumber Jaya

11) Desa Sumber Makmur Jaya
12) Desa Sumber Sari Jaya

13) Desa Tunggal Rahayu Jaya
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18. KECAMATAN TEMBILAHAN

1)

2)

Kelurahan Tembilahan Hilir

Kelurahan Pekan Arba

Kelurahan Tempuling
Kelurahan Sungai Salak
Kelurahan Tanjung Pidada
Kelurahan Pangkalan Tujuh
Desa Harapan Jaya

Desa Karya Tunas Jaya
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7) Desa Mumpa

8) Desa Teluk Jira

9) Desa Teluk Kiambang

lembaga

berwenang
atau perkara

yang dimana

g\ e Y

rantas No. 77,
Provinsi Riau.
nikah, dalam

dapat beberapa

-AR|AEY

ingin memohon

(materai 10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);

c. Fotokopi KTP calon suami dan calon istri (materai 10000);

d. Fotokopi surat nikah orang tua calon suami dan istri (materai
10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);

e. Fotokopi akta kelahiran calon suami dan calon istri materai

10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);
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f. Fotokopi ijazah terakhir calon suami dan calon istri (materai

10000 lalu dilegalisir di kantor Pos Tembilahan);

g. Fotokopi akta kelahiran calon istri/calon suami anak yang
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-F . pensasi  Nikah di

< Vet 'e@

ang perkawinan

ndang tersebut

dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan juga diatur yang bersangkutan dengan usia diperbolehkannya
seseorang untuk melakukan perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan

bahwa:
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1. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa:

telah ditentuka : : (sembilan belas)

-
<l
R

masyarakat feno .Q .
‘ “\-"

Selanjutnya da 7 ayat (2), penulis dapat
menyimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur bisa saja dilangsungkan
atau dilakukan oleh mereka yang belum mencapai batas usia minimum untuk
menikah dengan cara meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama

setempat dan harus disertai dengan alasan-alasan yang mendesak dan bukti

yang cukup. Permohonan dispensasi nikah ini bisa diajukan oleh orang tua
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kedua calon mempelai pria ataupun wanita, dalam hal jika terjadi

penyimpangan pada pasal 1 undang-undang perkawinan yang dimaksud.

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada periode tahun 2020 terutama
pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

> poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, Hal. 88.

*% 'yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 321.

%7 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.
32.
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jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan dapat dibilang

tidak sedikit. Berdasarkan data dibawah ini:

Tabel 111.1

or tertentu yang mengakibatkan

[ ' %&, undang perkawinan baru.
Hal tersebut dise Q .
(t)

mereka yang dibawah un

L L\ 2

Tembilahan agar dapat melangsungkan perkawinan.

sasi nikah ke Pengadilan Agama

Agar lebih jelas dan akuratnya penelitian ini, maka penulis
melakukan penelitian ini dengan terjun langsung kelapangan yaitu di Kantor
Pengadilan Agama Tembilahan untuk menjumpai pihak-pihak terkait seperti
Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dan juga Panitera

Pengadilan Agama Tembilahan. Serta penulis juga menyebarkan
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kuesioner/angket kepada pihak-pihak yang meminta dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Tembilahan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Gushairi S.H. yang
merupakan Hakim Pengadilan Agama.Tembilahan sekaligus hakim yang
mengadili perkara dispensasi nikah pada tanggal 11 November 2021 tentang
yang menjadi faktor-fakter: penyebab meningkatnya dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 pasca diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan
dispensasi nikah?

“Yang pertama dikarenakan calon mempelai wanitanya telah hamil
diluar nikah, sehingga-mau. tidak mau-harus dinikahkan. Sementara itu
calon mempelai wanitanya belum mencapai umur 19 tahun, maka
dimintalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Kemudian
alasan yang kedua dikarenakan kekhawatiran orang tua terhadap perilaku
anak, dikarenakan anak-mereka menjalin-hubungan asmara dengan kekasih
diluar batas wajar, terlalu sering keluar berdua, sementara orang tua
mereka tidak bisa mengontrol perilaku anaknya dikarenakan sibuk bekerja.
Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka para orang
tua mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan agar
dapat menikahkan anaknya tersebut. Kemudian alasan yang ketiga yaitu
dikarenakan orang. tua ‘pemohon merasa malu kepada masyarakat
dikarenakan perbuatan anaknya, maka diajukanlah dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Tembilahan untuk menikahkan anaknya”.”®

Dari pendapat Gushairi S.H. diatas, beliau mengatakan bahwasanya
anak yang telah hamil diluar nikah, gaya berpacaran yang diluar batas wajar,

dan juga perasaan malu orang tua terhadap perilaku anaknya seringkali para

orang tua jadikan sebagai alasan untuk meminta dispensasi nikah. Hal itu

*® Wawancara dengan Gushairi S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama
Tembilahan, JI. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau.
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disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dan bebasnya perilaku
muda-mudi zaman sekarang hingga berujung pada terjadinya kehamilan
diluar ikatan perkawinan yang sah dan mengharuskan keduanya untuk
menikah walaupun masih-dibawah umur.untuk melangsungkan perkawinan.
Sehingga dispensasi nikah ini dijadikan sebagai jalan keluar atas
permasalahan tersebut.
Selanjutnya:
Faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan?

“Yang pertama adalah karena faktor pendidikan atau putusnya
sekolah, dimana pihak yang putus sekolah kebanyakan adalah dari pihak
wanita, hal itu diketahui dari pengakuan pihak wanitanya sendiri ketika
ditanya saat proses persidangan berlangsung, dimana mereka mengatakan
bahwa mereka hanya menempuh pendidikan sampai ke tingkat sekolah
dasar (SD) saja, sedangkan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah
menengah atas (SMA). mereka tidak melanjutkan lagi. Jadi, dikarenakan
mereka ssudah tidak- “bersekolah, lagi/faktor pendidikan tersebut
menyebabkan mereka bingung harus bagaimana kedepannya sehingga
munculah hasrat/keinginan mereka untuk menikah. Adapun alasan mereka
tidak melanjutkan sekolah lagi adalah karena jarak tempuh ke sekolah
yang terbilang jauh dan juga faktor biaya yang tidak mencukupi. Jadi, para
pihak yang ingin menikah dibawah umur .dan meminta izin dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Tembilahan kebanyakan dikarenakan faktor
pendidikan atau putusnyasekolah.

Yang kedua adalah faktor pergaulan bebas, dikarenakan pergaulan
pasangan kekasih antara laki-laki dan perempuan yang terbilang sudah
terlalu jauh dan membuat khawatir para orang tua dan masyarakat,
sementara mereka tidak paham bahwa yang mereka lakukan tersebut
mengkawatirkan orang tua dan juga masyarakat. Jadi faktor pergaulan
bebas ini juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya dispensasi nikah
di Pengadilan Agama Tembilahan.

Yang ketiga adalah faktor hamil diluar nikah, dikarenakan faktor
pergaulan bebas tadi menyebabkan perilaku mereka tidak terkontrol
sehingga mengakibatkan banyaknya perempuan yang hamil diluar nikah.
Sementara mereka tidak paham dampak dan resiko yang akan terjadi
kedepannya dari perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga Faktor hamil
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diluar nikah ini juga menjadi salah satu alasan banyaknya dispensasi nikah
yang diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan.

Yang keempat adalah faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap
perubahan undang-undang perkawinan tentang batasan usia perkawinan,
kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwa menikah memiliki syarat usia
yang harus dipenuhi supaya bisa menikah, mereka hanya beranggapan jika
seseorang.« sudah dirasa._ siap _untuk menikah.. maka bisa untuk
melangsungkan pernikahan padahal sebenarnya tidak. Karena di Indonesia
terdapat regulasi yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Karena
ketidaktahuan masyarakat akan peraturan tersebutlah maka banyak
masyarakat khususnya para orang-tua berbondong-bondong menikahkan
anak mereka yang masih dibawah umur ‘dap ujung-ujugnya tidak dapat
melangsungkan “pernikahan karena ditolak oleh pihak Kantor Urusan
Agama (KUA) dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun sehingga
mereka meminta izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan.
Waktu masih menggunakan undang-undang perkawinan lama saja ketika
batas usia perkawinan umur 16 tahun sudah lumayan sering terjadi,
apalagi jika dinaikkan menjadi 19 tahun. Mereka disuruh menunggu 4
bulan saja tidak mau, apalagi disuruh menunggu. 3 tahun sampai mencapai
umur 19 tahun, sudah pasti mereka tidak mau.

Yang kelima adalah faktor pandemi virus Covid-19 pada tahun 2020
yang melanda Indonesia khususnya di-kota Tembilahan, karena virus
covid-19 ini menyebabkan banyaknya muda-mudi ingin segera menikah
padahal mereka masih berada dibawah umur menurut undang-undang
perkawinan. Alasansmereka ingin segera menikah karena mereka sudah
tidak bisa melanjutkan-sekolah, lagi, adayang dikarenakan terhalang biaya
sebab penghasilan orang tua mereka di masa pandemi covid-19 terbilang
sulit. Pandemi virus covid-19 kan juga mewajibkan kita masyarakat untuk
berdiam diri dirumah saja. Karena dirumah saja mungkin banyak anak-
anak yang hingung harus ngapain sehingga muncul hasrat/keinginan untuk
menikah diusia muda. Jadi adanya virus covid-19 ini juga menjadi salah
satu yang berpengaruh terhadagp meningkatnya dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Tembilahan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan
Gushairi S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Tembilahan tersebut

terungkap bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan terbilang meningkat pasca

> Wawancara dengan Gushairi S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama
Tembilahan, JI. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau.

97



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

diberlakukannya undang-undang perkawinan yang baru yakni Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Adapun faktor-Faktor

tersebut antara lain:

engakibatkan

ingga dengan
at mereka merasa
eliau, faktor putus

aknya dispensasi

kebaratan membuat para orang tua dan juga masyarakat khawatir akan
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga faktor pergaulan bebas ini
juga menjadi yang paling banyak berpengaruh terhadap peningkatan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

Menurut ilmuan sosiologi yaitu Kartono mengatakan bahwa,

pergaulan bebas adalah gejala patalogis sosial pada remaja yang
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disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan
perilaku yang menyimpang.®

Adapun menurut B. Simanjuntak yakni, pergaulan bebas adalah

sebuah pr i3 : : 1 lain tanpa

oun hukum

banyaknya
diluar ikatan

lan keluar agar

kurang mengetahui
terkait  usia
masyarakat yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama ketika ingin menikah
dengan alasan anak mereka belum cukup umur sesuai peraturan
perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang

perkawinan yang menetapkan batasan usia boleh menikah ialah 19 tahun.

80 Kartini Kartono, Ilmu Sosiologi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, him. 34.
1B, Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 1984, him. 7.
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Oleh karena itu, banyak para orang tua meminta dispensasi nikah ke

Pengadilan Agama Tembilahan agar bisa menikahkan anaknya tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang
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erkawinan hanya

telah mencapai

, peraturan yang

i yaitu berbunyi

Beliau mengatakan bahwa pandemi virus covid-19 yang melanda
Indonesia termasuk diwilayah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir juga
berpengaruh mengapa dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan
meningkat. Karena virus tersebut, banyak anak muda yang tidak bisa
melanjutkan sekolah lagi karena ekonomi keluarga yang sulit dimasa

pandemi. Pandemi virus itu juga membuat kebanyakan anak muda merasa
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bosan dirumah sebab kehadiran virus covid-19 di wilayah Tembilahan
mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri dirumah agar tidak tertular

virus covid-19 sehingga berujung pada timbulnya keinginan anak-anak

Q atau bisa
~
E‘Q nular yang
- enis dari k
= UFje s dari korona
E - menyebarnya
xS
o Z
=
- o dan data-data
E- : ensasi nikah di
g g J-undang nomor
7 =
= gan Muhammad
B 5
@ = ngadilan Agama
@ 2 .
p— sil dari wawancara
5 =
E ntuk mengajukan permohonan
o
=

dispensasi nikah?

“Kebanyakan karena perempuannya sudah hamil, jadi salah satu
pihak yaitu pihak g)erempuan sudah hamil sehingga mereka mengajukan
dispensasi nikah”. **

82 https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19, diakses pada tanggal 26
Desember 2021, 16:37 WIB.

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19, diakses pada tanggal 26 Desember 2021, 16
:39 WIB.

* Wawancara dengan Muhammad Kamaruzzaman S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor
Pengadilan Agama Tembilahan, JI. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Muhammad
Karuzzaman yang merupakan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan dapat
diketahui bahwasanya alasan yang kerap kali diajukan oleh orang tua anak
dalam meminta dispensasi..nikah sama«-sSeperti. jawaban Gushairi yakni
dikarenakan pihak calon mempelai wanitanya telah hamil diluar hubungan
pernikahan. Sehingga tidak ada lagi jalan keluar selain menikahkan anaknya
tersebut.

Faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan?

“Faktor kehamilan diluar nikah itu sudah pasti, diluar dari itu karena
banyak yang tidak tahu peraturan tentang batas usia perkawinan didalam
undang-undang perkawinan. Kemudian karena ada“ perubahan dari
undang-undang perkawinan, kalau dulu kan usia perempuan boleh
menikah adalah 16 tahun, sekarang 19 tahun dan masyarakat banyak yang
tidak tahu, sehingga ketika dia mengajukan perkawinan ke kantor urusan
agama (KUA) ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup umur,
makanya: dispensasi_nikahlah rakhirmya;- Karena udah- ditetapkan tanggal
pernikahannya, tempat pernikahannya, dan lain sebagainya. Kemudian
juga karena sudah dibuatnya undangan pernikahan dari pihak kedua
mempelai, undangan itu juga sudah disebarkan, sehingga ketika mereka
ingin menikah tidak bisa, akhirnya mereka datang ke Pengadilan Agama,
karena undangan sudah dibuat dan disebarkan kalau pernikahan itu tidak
jadi dilaksanakan pihak “keluarga mempelai akan merasa malu. Jadi,
dispensasi nikahlah akhirnya. Karena ketika di KUA ditolak. Itulah yang
mengakibatkan banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Tembilahan”.%®

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya ada beberapa
faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan

Agama Tembilahan. Dari beberapa faktor tersebut, ada faktor yang serupa

® Wawancara dengan Muhammad Kamaruzzaman S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor
Pengadilan Agama Tembilahan, JI. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
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dengan pendapat Gushairi S.H. yang merupakan Hakim Pengadilan Agama
Tembilahan yaitu faktor hamil diluar nikah yang mana faktor ini bisa dibilang
merupakan faktor yang utama dari penyebab banyaknya dispensasi nikah di
Pengadilan _Agama " Tembilahan. Kemudian faktor. selanjutnya adalah
dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Undang-
Undang perkawinan yakni <Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
menyebabkan banyak pula masyarakat khususnya anak muda yang tidak bisa
menikah dikarenakan ditolak oleh KUA disebabkan karena belum mencapai
usia 19 tahun seperti yang tertuang didalam pasal 7 ayat (1) undang-undang
perkawinan yang disebutkan “perkawinan hanya boleh dilangsungkan dan
dilakukan. apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
Disisi lain, sebagian masyarakat menurut \beliau ada“ yang mengetahui
mengenai peraturan yang mengatur tentang batas usia dibolehkan menikah
akan tetapi masyarakat tersebut tidak tahu bahwa ada perubahan terkait usia
menikah seseorang sejalan dengan adanya keputusan revisi pada undang-
undang perkawinan yang lama yaitu.undang-undang nomor 1 tahun 1974
yang kini telah direvisi menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019.
Selanjutnya yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Tembilahan menurut Muhammad Kamaruzzaman ialah
dikarenakan banyak pihak keluarga yang akan menikahkan anaknya sudah
mencetak serta menyebarkan undangan pernikahan. Adapun hal tersebut

dilatarbelakangi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai
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undang-undang perkawinan serta penolakan dari pihak KUA ketika akan

menikahkan anaknya yang disebabkan belum cukup umur. Sehingga mereka

telah mencetak dan menyebarkan undangan terlebih dahulu baru menikah.

batal

No. Kuesioner Jawaban Persentase
Responden
1. Tahu - -
2. Tidak Tahu 30 100%
Jumlah 30 100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.
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Dari tabel 111.2 diatas dapat diuraikan bahwasanya responden yakni
berjumlah 30 orang atau 100% dan seluruh responden bisa dibilang tidak
mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. hal
tersebut dapat-dibuktikan dari_hasil jawaban responden.yang menjawab tidak
tahu ialah sebanyak 30 orang dari 30 responden atau 100%.

Berdasarkan hasil-wawancara penulis dengan Destyca Astria Nanda
yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 tentang
apakah saudari mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang
perkawinan, jawaban Destyca Astria Nanda ialah beliau tidak mengetahui

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan M. Ferriyadi selaku
pihak yang.juga melakukan , perkawinan'-dibawah umur dan meminta
dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah sodara
mengetahui tentang Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, dan
M. Ferriyadi menjawab bahwa beliau tidak mengetahui undang-undang yang
mengatur tentang perkawinan.®”

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Said Ar-rahman yang
juga merupakan orang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dan
meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah

saudara mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan

% \Wawancara dengan Destyca Astria Nanda, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Pangeran
Hidayat, Gg. Delima, Tembilahan.

® Wawancara dengan M. Ferriyadi, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Pangeran Hidayat, Gg.
Delima, Tembilahan.
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jawaban Said Ar-rahman ialah bahwa beliau tidak mengetahui Undang-
undang yang mengatur tentang perkawinan.

Jadi menurut hemat penulis, salah satu faktor yang menjadi

islam dalam ha awinan d: jadikan | : h im di lembaga
peradilan a 1 da elesaikan perkara

perkawi - aka ag aturan perundang-

111.3 dibawah ini:

®® Wawancara dengan Said Ar-Rahman, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Perigi Raja,
Tembilahan.
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Tabel 111.3

Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Batas Usia
Diperbolehkan Melakukan Perkawinan

Kuesioner Persentase

sebanyak 6 : 0% menyatakan ba : pengetahui tentang

batasan usia dip akukan perkawinan yaitu harus

merupakan salah satu pelak nan dibawah umur yang meminta
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah saudari
mengetahui batas usia diperbolehkannya melakukan perkawinan, dan Siti
Aisyah menjawab bahwa beliau mengetahui tentang batasan usia

dibolehkannya seseorang untuk menikah. Siti Aisyah mengatakan bahwa

beliau baru saja mengetahui tentang batas usia dibolehkannya melakukan
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perkawinan tersebut ketika beliau memutuskan ingin melakukan perkawinan
dibawah umur dan mengetahui informasi tersebut dari internet.®

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Destyca Astria Nanda

..r_

\ A2 E

o
‘\
5

tahu tentang batas usia diperbolehkannya seseorang menikah tersebut.

Berkenaan dengan usia berapa seseorang diperbolehkan untuk
menikah sudah diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang
perkawinan tepatnya pada pasal 7 ayat (1) yang dinyatakan bahwa

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur

® Wawancara dengan Siti Aisyah, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Kayu Jati, Tembilahan

Hulu.
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19 (sembilan belas) tahun”. Akan tetapi seumpamanya pihak yang mau

melakukan perkawinan masih berada dibawah usia 19 tahun maka boleh

meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan supaya bisa

(dua p

Seseora

akukan Perkawinan

No. Kuesioner Jawaban Persentase
Responden
1. Ya 2 6,6%
2. Tidak 28 93,3%
Jumlah 30 100%
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Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.

Dari tabel 1l1.4 diatas dapat dijelaskan bahwa responden vyaitu
sebanyak 30 orang atau 100%. Responden yang menjawab (Ya) atau
responden-yang melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor
ekonomi ialah sebanyak 2 orang atau 6,6%. Dan responden yang menjawab
(Tidak) atau responden 'yang melakukan ‘perkawinan dibawah umur bukan
dikarenakan faktor ekonomi ialah sebanyak 28 orang atau 93,3%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Indah, yang
merupakan pelaku perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah
di Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah karena faktor ekonomi
yang menyebabkan saudara/i melakukan perkawinan dibawah umur, dan
Indah menjawab bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan Indah ingin
menikah di usia muda. /indah, mengatakan-jika keluarganya berasal dari
golongan orang yang kurang mampu sehingga beliau memutuskan untuk
menikah supaya dapat meringankan beban kedua orang tuanya. "

Selanjutnya hasil wawancara penulis.dengan Destyca Astria Nanda
yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 tentang
apakah karena faktor ekonomi yang menyebabkan saudara/i melakukan
perkawinan dibawah umur, dan Destyca Astria Nanda menjawab bahwa
beliau melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah

di Pengadilan Agama Tembilahan bukan disebabkan oleh faktor ekonomi.

7% Wawancara dengan Indah, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Pelita Jaya, Tembilahan Hulu.
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Menurut hemat penulis, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa
faktor ekonomi tidak menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap

meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Hal

g menjawab

93,3% dari

sebanyak 30 orang atau 100%. Responden yang menjawab (Ya) atau
responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor
hamil diluar nikah ialah sebanyak 17 orang atau 56,6%. Dan responden yang
menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah
umur bukan dikarenakan faktor hamil diluar nikah ialah sebanyak 13 orang

atau 43,3%.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Eca yang merupakan
orang yang melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi

nikah di Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah karena faktor hamil

* ﬁf' Aisyah yang
el
awah mur yang meminta
dispen : eng: . Agar " ‘embilaha apakah karena

faktor | 10 oh audari melakukan

yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 tentang
apakah karena faktor hamil diluar nikah yang menyebabkan saudari

melakukan perkawinan dibawah umur, dan Destyca Astria Nanda menjawab

! Wawancara dengan Eca, tanggal 30 Desember 2021 di Jalan Telaga Biru, Tembilahan.
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bukan karena sudah hamil diluar nikah yang menyebabkan beliau melakukan
perkawinan dibawah umur.

Faktor hamil diluar nikah ini biasa terjadi disebabkan karena

ontrol seperti ,‘. emaja, dan kurangnya

RO ] TS

W,

-

Persentase
Responden
1. Ya 24 80%
2. Tidak 6 20%
Jumlah 30 100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2021.
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Dari tabel 111.6 diatas dapat dilihat bahwasanya responden yaitu
sebanyak 30 orang atau 100%. Responden yang menjawab (Ya) atau
responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor
pendidikan _ialah  sebanyak. 24 orang.atau 80%. Dan responden yang
menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah
umur bukan dikarenakan faktor pendidikan ialah sebanyak 6 orang atau 20%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Destyca Astria Nanda
yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta
dispensasi_nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020 tentang
apakah karena faktor pemdidikan yang menyebabkan saudara/i melakukan
perkawinan® dibawah umur, dan Destyca Astria Nanda.menjawab karena
faktor pendidikan atau putus sekolah yang menyebabkan beliau melakukan
perkawinan dibawah umur. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh Destyca
Astria Nanda hanya sampai pada kelas 3 (tiga) atau kelas 9 (sembilan) tingkat
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan belum lulus SMP Kketika beliau
memutuskan untuk menikah dibawah umur. Kemudian Destyca Astria Nanda
meneruskan pendidikannya dengan mengambil Paket B hingga selesai.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Said Ar-Rahman yang juga
merupakan orang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dan
meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah
karena faktor pendidikan yang menyebabkan saudara/i melakukan
perkawinan dibawah umur, dan Said Ar-rahman menjawab penyebab Said

melakukan perkawinan dibawah umur ialah karena faktor pendidikan atau
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putus sekolah. Adapun pendidikan yang ditempuh Said Ar-rahman hanya
sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) saja dan tidak melanjutkan ke
tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Seperti yang diketahui, negara-Jindonesia sendiri dalam bidang
pendidikan bisa dikatakan masih belum memenuhi standar pendidikan seperti
negara-negara maju lainnya.-Kebanyakan mayoritas masyarakat yang mampu
menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas adalah
masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan terkadang hanya
menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) saja. Karena faktor pendidikan yang rendah serta
putusnya sekolah itulah yang terkadang menimbulkan hasrat anak atau remaja
untuk menikah di usia muda. Padahal anak atau remaja pada usia sekolah
seharusnya masih berada,dalam pengampuan orang tua dikarenakan anak atau
remaja pada usia tersebut masih banyak hal yang belum diketahui serta akibat
yang akan terjadi di masa yang akan datang karena pendidikan rendah atau
putus sekolah.

Dari hasil penelitian. menurut hemat penulis, faktor pendidikan yang
rendah serta putusnya sekolah menjadi faktor yang paling banyak dan
berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Tembilahan. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah responden yang menjawab
(Ya) yaitu sebanyak 24 orang atau 80% dari 30 responden. Sedangkan yang
menjawab (Tidak) dikarenakan faktor pendidikan yaitu sebanyak 6 orang atau

20% dari 30 responden.
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Tabel 111.7

Tanggapan Responden Tentang Apakah Faktor Pandemi Virus Covid-19
Yang Menyebabkan Saudara/i Melakukan Perkawinan

Persentase

Jawaban

Kuesioner

W*

ISTTAS ISLA
\s\*" %2

» \
Lapsngan TN 2021

w
k=]
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o
@
S
<
£
—+
c

. Dan responden

yang menjawea - s z kawinan dibawah

pihak yang melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi
nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah faktor pandemi virus
covid-19 yang menyebabkan saudara melakukan perkawinan dibawah umur,
dan M. Ferriyadi menjawab bahwa karena faktor pandemi virus covid-19 lah
yang melatarbelakangi beliau melakukan perkawinan dibawah umur.

M.Ferriyadi mengatakan selama pandemi virus covid-19 yang melanda kota
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Tembilahan, M.Ferriyadi memutuskan untuk bekerja menjadi barista disalah
satu cafe di kota Tembilahan yaitu Marble cafe untuk mengisi kekosongan
waktu dikarenakan sekolah dialihkan ke sistem dalam jaringan (daring), yang
membuat beliau merasa sudah mampu.untuk membangun rumah tangga.
Sehingga beliau melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta
dispensasi nikah di Pengadilan “Agama , Tembilahan dikarenakan belum
mencukupi umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan David selaku orang
yang melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Tembilahan tentang apakah faktor pandemi virus covid-19
yang menyehabkan saudara melakukan perkawinan dibawah umur, dan David
mengatakan bahwa karena faktor pandemi virus covid-19 yang menyebabkan
beliau melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta izin dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Tembilahan."?

Negara Indonesia dilanda pandemi virus covid-19 pada Maret tahun
2020 yang menyebabkan banyaknya aktivitas masyarakat menjadi terganggu,
salah satunya yaitu banyaknya ‘sekolah, kantor, pusat perbelanjaan, dan
sebagainya ditutup. Adapun yang dimaksud dengan pandemi Covid-19 ialah
wabah yang terjadi secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis

yang luas.”® Pandemi covid-19 tersebut juga melanda wilayah kabupaten

2 Wawancara dengan David, tanggal 31 Desember 2021, di Jalan Kembang, Gg. Hidayat,
Tembilahan.

™ https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-
diperpanjang-jokowi, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, 19:22 WIB.
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Indragirihilir yang mana akibat dari adanya pandemi tersebut berujung pada

banyaknya anak atau remaja yang menikah dini.

Menurut hemat penulis dari hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan

Dari tabel 111.8 diatas dapat diuraikan bahwasanya responden yakni
berjumlah 30 orang atau 100% dan seluruh responden mengatakan jika
Keputusan untuk menikah diusia muda ialah atas keinginan sendiri dan bukan

karena paksaan dari pihak luar. hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil
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jawaban responden yang menjawab (Ya) ialah sebanyak 30 orang dari 30
responden atau 100%.

Tabel 111.9

jawaban responden yang menjawab (Ya) ialah sebanyak 30 orang dari 30

responden atau 100%.
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B. Pertimbangan Hakim dan Solusi Hakim Dalam Mengatasi
Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan
Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
KenaikanBatas Usia Perkawinan

Berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara
dispensasi nikah, maka seerang hakim mempunyai hak untuk mengabulkan
ataupun menolak perkara dispensasi kawin. Adapun hasil wawancara penulis
dengan Gushairi S.H sebagai hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang
mengadili_perkara dispensasi kawin menyangkut pertimbangan hakim vyaitu

sebagai berikut:

Pertimbangan hukum apakah yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tembilahan dalam menetapkan dispensasi nikah?

“Mengenai pertimbanganhukum “Kita sebagai hakim yang harus
kita lihat itu dari aspek kemanfaatan dan kemudharatannya. Manfaatnya lebih
banyak apa enggak ketimbang mudharatnya kalo permohonan itu dikabulkan
atau ditolak, atau sebaliknya. Terus juga melihat dari hukum islam, syarat-
syarat individu calon mempelainya untuk menikah terpenuhi atau enggak.
Kemudian hal apa yang melatarbelakangi mereka ingin menikah muda. Kalo
karena hamil diluar nikah kemungkinan dikabulkan, tapi kalo mendaftarnya
karena keinginan kemungkinan ditolak. ltu yg perlu diperhatikan oleh hakim
dalam menetapkan dispensasi kawin”.™

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas ialah dapat dilihat
bahwasanya seorang hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah harus
memperhatikan ataupun menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum

dengan melihat dari:

™ Wawancara dengan Gushairi S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama
Tembilahan, JI. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau.
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a. Kemaslahatan yaitu pertimbangan menyangkut kebaikan dan

menolak atau mencegah kerusakan dimasyarakat serta cara untuk

mencegah kemudharatan;

Pengadilan
aspek Hukum
Islam rutama syarat
kedua melangsugkan

perka

eh pria yang mau

ai wanita tersebut

Adapun syarat-syarat perkawinan agar sah untuk kedua calon
mempelai yaitu:
1) Syarat pengantin laki-laki
a. Beragama islam;
b. Terang atau jelas bahwa calon suami tersebut benar laki-laki dan

bukan banci;
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c. Calon pengantin laki-laki orangnya diketahui dan tertentu;

d. Calon mempelai laki-laki tersebut jelas dan juga halal menikah

dengan calon istrinya;

. Calon pemgantin perempuannya tidak sedang dalam masa ‘idah;

f. Calon pengantin perempuannya ikhtiyar atau tidak dipaksa
untuk melangsungkan perkawinan;

g. Calon pengantin perempuannya tidak sedang dalam keadaan

ihram baik haji maupun umrah.
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Kemudian Gushairi S.H. juga mengatakan bahwasanya hakim

dalam mempertimbangkan dispensasi nikah juga melihat dari apa yang

melatarbelakangi para pihak ingin melangsungkan perkawinan dibawah

com

dispensasi kepada Penge

bukti pendukung yang cukup”. Pembuktian adalah pemberian alat bukti yang
sah menurut undang-undang kepada hakim yang memeriksa suatu perkara
untuk memberikan kepastian tentang perkara tersebut juga kebenaran dari

peristiwa yang dinyatakan.
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Selanjutnya pernyataan narasumber diatas sesuai dengan jawaban

yang diberikan oleh responden yang penulis peroleh dari alat pengumpulan

data berupa kuesioner yakni sebagai berikut:

WARNRE ™S

|
=l

persidangan juga turut memberikan nasehat dan juga saran kepada para pihak.
Baik itu yang pengajuannya dilatarbelakangi karena faktor putus
sekolah/pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor hamil diluar nikah, dan
lain sebagainya.

Dalam suatu perkara dispensasi kawin, hakim akan mengabulkan

permohonan dispensasi kawin tersebut apabila syarat-syaratnya berupa syarat
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administrasi telah terpenuhi dan lengkap. Diikuti dengan alasan yang

mendesak atau darurat serta alasan lainnya yang dipertimbangkan oleh hakim.

Apabila syarat adminitrasi dan kelengkapan dokumen lainnya sudah

n dispensasi

emperoleh

menetapkan
I No. 5 Tahun
tepatnya pada

dispensasi  kawin

alam peraturan

alam bentuk nilai-

anak.
Konvensi hak anak ialah suatu perjanjian hukum internasional
menyangkut hak-hak anak. Negara Indonesia sendiri meradifikasi konvensi
hak anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Yang
dimana didalam konvensi hak anak tersebut ada 4 prinsip umum (general

principles) ialah sebagai berikut:
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a. Prinsip non-diskriminasi (non discrimination);

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the

child);

terdapatnya suatu kaedah atau ketentuan yang sifatnya umum tersebut
seseorang bisa tau hal-hal seperti apa saja yang bisa dan diperbolehkan untuk

dibebankan oleh negara ke individu.”’

"> Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The
Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi
Kepulauan Riau 2010-2015), JOM Fisik, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, Hal. 9.

’® Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatn, Dan Keadilan Terhadap
Perkara Pidana Anak, Jurnal Yudisial, 2015, Volume 8, Nomor 3, Hal. 258.

" Riduan Syahrani, loc. cit.
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Terdapat dua sudut pandang yang bisa dilihat dalam Kepastian
Hukum, yakni kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena

hukum.” Yang pertama vyaitu kepastian dalam hukum diartikan tiap-tiap

dari satu

tidak taat

Berkaitan dengan solusi hakim terhadap meningkatnya dipsensasi
nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan agar angka dispensasi kawin

dapat diminimalisir, penulis melakukan wawancara dengan Gushairi, S.H.

’® Mohd. Idris Ramulyo, loc. cit.

https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan

kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html, diakses pada tanggal 28

Desember 2021, 16:25 WIB.
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sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan. Adapun solusi hakim tersebut
yakni sebagai berikut:
Bagaimanakah cara mengurangi agar tidak terjadi banyaknya
permohonan dispensasi-nikah dimasyarakat?

“Ya sebaiknya ada penyuluhan hukum, sebenarnya penyuluhan
hukum itu penting agar masyarakat itu tahu bagaimana kondisi hukum yang
berlaku di Indonesia. Disamping-itd: juga .karena kurangnya pengetahuan
masyarakat tentangyhal “itu sehingga banyak terjadi perkawinan dibawah
umur, banyak yang mendaftar perkara dispensasi kawin di Pengadilan
Agama. Jadi perlu dilakukannya penyuluhan hukum tentang perkawinan
dibawah umur”.%

Berdasarkan wawancara penulis diatas dapat dilihat bahwasanya
menurut Gushairi S.H solusi yang bisa dilakukan agar dapat mengurangi
angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan atau bahkan
mencegah terjadinya  perkawinan  dibawah ~ umur = yaitu dengan
menyelenggarakan penyuluhan hukum  dilingkungan masyarakat yang
berkenaan dengan perkawinan dibawah umur serta aturan-aturannya yang
berlaku di Indonesia.

Bersangkutan dengan penyuluhan hukum sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi-Manusia Rl Nomor: M.01/PR.08.10
Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01/PR.08.10 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

8 \Wawancara dengan Gushairi S.H, tanggal 11 November 2021 di Kantor Pengadilan Agama
Tembilahan, JI. H. R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau.
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Nomor: M.01/PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Yang
mana dalam Bab umum pasal 1 disebutkan bahwa:

“penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan

orm peraturan perundang-

‘Mh““ .QG ‘ kesadaran
“Wﬁﬂﬂsw)ﬁ

masalah-masalah hukum yang ada dimasyarakat agar penyuluhan hukum
tersebut tepat sasaran. &

Adapun penyuluhan hukum ini bisa dilakukan atau diberikan secara
langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya ialah bahwa

penyuluhan hukum tersebut berhadapan langsung dengan masyarakat yang

8 Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni,
Bandung, 1981, Hal. 188.
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disuluh, sehingga memungkinkan terjadinya dialog seperti diskusi, ceramah,
simulasi, dan lain sebagainya. Sedangkan penyuluhan secara tidak langsung

maksudnya ialah yang dimana penyuluhan hukum tersebut tidak secara

8 Chairuddin, Sosiologi Hukum, Hal. 100-101.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

gatur tentang

Terhadap  pertimbangan Pengadilan Agama Tembilahan
menyangkut dispensasi nikah ialah dengan mempertimbangkan aspek
kemaslahatan dan kemudharatan, dan aspek hukum islam. Adapun solusi
hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam mengatasi peningkatan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan
Undang-undang nomor 16 tahun 2019 ialah dengan menyelenggarakan

penyuluhan hukum tentang perkawinan guna memberikan pemahaman
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kepada masyarakat tentang keberadaan peraturan tentang perkawinan di

Indonesia, khususnya bersangkutan dengan batas usia diperbolehkan untuk

menikah. Supaya dapat mencegah atau meminimalisir peningkatan

kehamilan diluar ikatan perkawinan sah.

. Sebaiknya terhadap pertimbangan hakim dalam memutus dan

mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan, alangkah
baiknya ditinjau kembali dari berbagai perspektif dan juga memperhatikan
alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon dalam meminta dispensasi

kawin yang dianggap logis untuk diberikannya dispensasi kawin tersebut.
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Kemudian kepada pemerintah terutama penegak hukum diharapkan supaya
lebih aktif dan dapat menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada

masyarakat terutama yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur,
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